
KEBIJAKAN DAN REGULASI /PEDOMAN YANG HARUS ADA  

UNTUK PENYUSUNAN LED AKREDITASI PRODI 

 

1.​ Kebijakan tertulis /Regulasi /pedoman tentang penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran 

UPPS dan PS (ada) 

2.​ kebijakan tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan 
(Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan lain-lain) 
dan/atau peraturan pimpinan perguruan tinggi (Rektor, Direktur, atau Ketua) yang 
mengatur tata pamong, tata kelola, dan kepemimpinan di UPPS. (tidak ada) 

3.​ kebijakan tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan (Undang-Undang,​
Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan lain-lain) dan/atau peraturan pimpinan 
perguruan tinggi (Rektor, Direktur, atau Ketua) yang mengatur kerja sama di UPPS. 
(ada) 

4.​ kebijakan tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan (Undang-Undang,​
Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan lain-lain) dan/atau peraturan pimpinan 
perguruan tinggi (Rektor, Direktur, atau Ketua) yang mengatur penjaminan mutu di PT 
dan/atau di UPPS. (ada {pengelolaan mutu dan ami{) 

5.​ kebijakan tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan (Undang-Undang, 
Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan lain-lain) dan/atau peraturan pimpinan 
perguruan tinggi (Rektor, Direktur, atau Ketua) yang mengatur rekrutmen dan seleksi 
mahasiswa baru, kualitas input calon mahasiswa baru, dan daerah asal calon 
mahasiswa baru di PS. (ada{Pedoman penerimaan mahasiwa baru) 

6.​ kebijakan tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan (Undang-Undang, 
Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan lain-lain) dan/atau peraturan pimpinan 
perguruan tinggi (Rektor, Direktur, atau Ketua) yang mengatur program layanan dan 
pembinaan  mahasiswa dalam bidang minat, bakat, penalaran, kesejahteraan, dan 
keprofesian. (ada (Pedoman Layanan Mahasiswa)) 

7.​ kebijakan tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan (Undang-Undang,​
Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan lain-lain) dan/atau peraturan pimpinan 
perguruan tinggi (Rektor, Direktur, atau Ketua) yang mengatur rekrutmen dan seleksi, 
penempatan, pengembangan, evaluasi kinerja, dan pemberhentian dosen di PT dan 
UPPS. (tidak ada) 

8.​ kebijakan tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan (Undang-Undang, 
Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan lain-lain) dan/atau peraturan pimpinan 
perguruan tinggi (Rektor, Direktur, atau Ketua) yang mengatur rekrutmen dan seleksi, 
penempatan, pengembangan, evaluasi kinerja, dan pemberhentian tenaga kependidikan 
di PT dan UPPS. (tidak ada) 

9.​ kebijakan tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan (Undang-Undang, 
Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan lain-lain) dan/atau peraturan pimpinan 



perguruan tinggi (Rektor, Direktur, atau Ketua) yang mengatur kepuasan dosen dan 
tenaga kependidikan terhadap manajemen SDM (Tidak ada)  

10.​kebijakan tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan (Undang-Undang,​
Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan lain-lain) dan/atau peraturan pimpinan 
perguruan tinggi (Rektor, Direktur, atau Ketua) yang mengatur pemerolehan, 
pengelolaan, dan penggunaan dana untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan PkM di 
UPPS. (Tidak ada) 

11.​kebijakan tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan (Undang-Undang, 
Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan lain-lain) dan/atau peraturan pimpinan 
perguruan tinggi (Rektor, Direktur, atau Ketua) yang mengatur pengelolaan dan 
pemanfaatan prasarana dan sarana pendidikan (Tidak ada) (dipermendikbud adanya 
standar minimal sarpras PT)  

12.​kebijakan tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan (Undang-Undang,​
Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan lain-lain) dan/atau peraturan pimpinan 
perguruan tinggi (Rektor, Direktur, atau Ketua) yang mengatur perencanaan, 
penyusunan, pelaksanaan, penilaian, dan perbaikan kurikulum PS, yaitu kurikulum yang 
mengakomodasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (Ada) 

13.​kebijakan tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan (Undang-Undang,​
Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan lain-lain) dan/atau peraturan pimpinan 
perguruan tinggi (Rektor, Direktur, atau Ketua) yang mengatur pelaksanaan dan 
pemantauan pembelajaran, baik pembelajaran yang dilaksanakan di dalam maupun di 
luar PS. (ada) 

14.​kebijakan tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan (Undang-Undang,​
Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan lain-lain) dan/atau peraturan pimpinan 
perguruan tinggi (Rektor, Direktur, atau Ketua) yang mengatur penilaian pembelajaran di 
PS (Ada pada pedoman pengakuan belajar mahasiswa) 

15.​kebijakan tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan (Undang-Undang,​
Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan lain-lain) dan/atau peraturan pimpinan 
perguruan tinggi (Rektor, Direktur, atau Ketua) yang mengatur pembelajaran mikro di 
PS. (Tidak ada) 

16.​kebijakan tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan (Undang-Undang,​
Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan lain-lain) dan/atau peraturan pimpinan 
perguruan tinggi (Rektor, Direktur, atau Ketua) yang mengatur pembimbingan 
mahasiswa, yang meliputi (a) pembimbingan akademik (ada), (b) Pembimbingan 
magang kependidikan (Tidak ada), dan (c) Pembimbingan tugas akhir atau skripsi. (ada) 

17.​kebijakan tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan (Undang-Undang, 
Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan lain-lain) dan/atau peraturan pimpinan 
perguruan tinggi (Rektor, Direktur, atau Ketua) yang mengatur suasana akademik yang 
meliputi kegiatan akademik di luar perkuliahan dan dosen tamu/tenaga ahli. (ada) 

18.​kebijakan tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan (Undang-Undang,​
Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan lain-lain) dan/atau peraturan pimpinan 
perguruan tinggi (Rektor, Direktur, atau Ketua) yang mengatur kepuasan mahasiswa 



terhadap kinerja mengajar dosen, layanan administrasi akademik, dan prasarana/sarana 
pembelajaran (ada) 

19.​kebijakan tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan (Undang-Undang,​
Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan lain-lain) dan/atau peraturan pimpinan 
perguruan tinggi (Rektor, Direktur, atau Ketua) yang mengatur penelitian di PS dan 
UPPS (tidak ada) 

20.​kebijakan tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan (Undang-Undang,​
Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan lain-lain) dan/atau peraturan pimpinan 
perguruan tinggi (Rektor, Direktur, atau Ketua) yang mengatur PkM di PS dan UPPS 
(ada) 

21.​kebijakan tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan (Undang-Undang,​
Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan lain-lain) dan/atau peraturan pimpinan 
perguruan tinggi (Rektor, Direktur, atau Ketua) yang mengatur keluaran dan capaian 
dharma pendidikan, yang meliputi IPK lulusan, prestasi mahasiswa (akademik dan 
non-akademik), masa studi, kelulusan tepat waktu, keberhasilan studi, tracer study, 
waktu tunggu, relevansi bidang pekerjaan, dan tingkat kepuasan pengguna lulusan 
(Ada?) (UU No. 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional (Standar), PerpresNo. 8 
Tahun 2012 KKNI (Standar), PP No. 4 Tahun 2014 PPT (Standar), 
Permendikbud-Nomor-3-Tahun-2020 (Standar), Sebenarnya bisa ada di Renstra, RIP 
meskipun tidak spesifik mengatur, lebih kearah goal) 


